




d. Perlu meninJau kembali kebijakan perhitungan rerata UKT dengan
mempertimbangkan selisih BKT dan UKT yang harus dipenuhi BOPTN,
sebagaimana Kepmenristekdikti Nomor 140/M/KPT/2019 Tentang Formula
Alokasi dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
Nonpenelitian.

e. Mendorong adanya kolaborasi antara Ditjend Dikti dan Ditjend Kebudayaan
dalam mendukung Prodi terkait Kebudayaan, dan mendorong terlaksananya
Prodi-Prodi bertaraf lnternasional sesuai tuntutan Permendikbud No. 53
Tahun 2003 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mengharapkan agar para
narasumber menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Panja
yang belum terjawab, dan disampaikan paling lambat tanggal 2 Juli 2024 kepada
Sekretariat Komisi X DPR.

4. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi
bagian tidak terpisahkan dari RDP hari ini, dan substansinya akan menjadi
rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan
Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

Ill. PENUTUP 

Rapat ditutup pada pukul 14.07 WIB. 
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